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BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 4) TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

. bahwa untuk melaksanakan keténtuan Pasal 21 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Noemor 22 "Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pémerintah Nomor 60 Tahun
2015 tentang Dana Desa Ydang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir.

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten’Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten
Ogan, llir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4347);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 8234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 5679);
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O Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN PENJABAT BUPATI TENTANG PENETAPAN

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan llir;
Bupati adalah Penjabat Bupati Ogan Ilir;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan .nama Ilain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan miasyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
penierintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat;

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa
atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat;

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan
efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa;
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7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan  kehidupan untuk  sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa;

8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan  kemandirian dan = kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat;

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang
selanjutnya  disingkat RPJM, adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

11. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP,
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode |
(satu) tahun.

BAB II
PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk
mendanai. pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan
diurus oleh Desa.

Pasal 3

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja
Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa
dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa
yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,
melalui:
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pemenuhan kebutuhan dasar;

pembangunan sarana dan prasarana Desa;
pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.
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Pasal 6

~

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;

b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b dan huruf ¢ untuk mendukung target
pembangunan sektor unggulan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya,
yang diprioritaskan untuk:

a. mendukung kedaulatan pangan;

b. mendukung kedaulatan energi;

c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan;
dan

d. mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 8

Prioritas ‘penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi
Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP
Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
pembangunan energi baru dan terbarukan;
pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan
saluran untuk budidaya perikanan; dan

pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
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Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf ¢ didasarkan atas kondisi dan potensi
Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP
Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
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pendirian dan pengembangan BUM Desa;

pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan
milik Desa;

d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan

bagan ikan;

pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;

pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian

dan perikanarn;

g. pengembangan benih lokal;

h. pengembangan ternak secara kolektif;

i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
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pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
. pengelolaan padang gembala;
pengembangan Desa Wisata; dan
m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil
pertanian dan perikanan.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi
Desa, sgjalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP
Desa setiap tahunnya; yang diantaranya dapat meliputi:

a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
1. zirkon;
2. kaolin;
3. zeolit;
4. bentonit;
5. silika (pasir kuarsa);
6. “kalsit (batu kapur/gamping);
7. felspar;
8. Intan;
9. Tanah; dan
10. Pasir.

b. komoditas tambang batuan, antara lain:
1. onik;

2. opal;

3. giok;

4. agat;

S. topas;

6. perlit;

7. toseki;

8. batu sabak;

9. marmer;

10. granit;

11. kalsedon;

12. rijang (chert);

13. jasper;

14. krisopras;

15. garnet; dan

16. potensi komoeditas tammbang batuan lainnya.
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c. rumput laut;
d. hutan milik Desa; dan
e. pengelolaan sampah.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 11

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk
Pemberdayaan  Masyarakat Desa  terutama  untuk
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas
sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target
RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya
dapat mencakup:

a.
b.

peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan
oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat
Desa lainnya;

pembentukan dan  peningkatan  kapasitas Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

pengorganisasian ¢melalui pembentukan dan fasilitasi
paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada
warga masyarakat Desa;

. penyelenggaraan, promosi kesehatan dan gerakan hidup

bersih dan sehat;

dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat
pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
péningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:

1) kelompok usaha ekonomi produkitif;

2) kelompok perempuan;

3) kelompok tani;

4) kelompok masyarakat miskin;

5) kelompok nelayan;

6) kelompok pengrajin;

7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

8} kelompok pemuda; dan

9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan Di Indralaya
Pada tanggal 28 Agushs 2015

Diundangkan di Indralaya
pada Tanggal 28 Agusts 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015 NOMOR 4|

SALINAN SESUAI'DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

{ MONIR, SH, M.Si
INA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 196311111985031007

Pj. BUPATI OGAN ILIR

dto

YULIZAR DINOTO




